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BAlB I 

PENDAlHULUAN 

1.1 Latalr Belalkang 

Dalam era modern seperti sekarang ini, manulsia yalng merulpakan malkhluk 

sosiall yanlg tildak bilsa hildlup senldirli talnpa melaklukan kegiatan atalu hubulngan 

dengaln manulsia lainnya. Dallam memenuhi kebutuhannya, manulsia perllu 

melakulkan sualtu hulbungan denlgan orang lalin atau lingkungan disekitarnya. Bentuk 

hubungan tersebut salah satunya yaitu dengan melakukan perjanjian. Perjanjian itu 

sendiri mencangkup banyak jenis ada pelrjanjian jlual-belli, perjalnjian selwa-

menlyewa, perjalnjian hutlang piultang dan masih banyak lagi lainnya. Pada 

hakekatnya menusia selalu berhadapan dengan banyak kebutuhan, apalagi di era 

modern seperti sekarang ini. Dalam menghadapi peristiwa tersebut, manusia selalu 

ingin memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan segala cara karena keinginan 

manusia yang ingin hidup dengan nyaman dan layak.  

Pembangulnan ekonlomi, yang meruplakan sallah satlu komponen 

pembangunlan nasilonal yalng bertlujuan ulntuk mencapai kesejahtleraan raklyat yalng 

adlil daln malkmur, dilandasi oleh Ulndang-Ulndang Daslar Neglara Replublik Inldonesia 

Tlahun 194l5 dan Pancasila. Pemlerintah daln malsyarakat pada umumnya 

memerlukan sumber daya keuangan yalng beslar; akibatnya, seliring dengaln 

mleningkatnya ulpaya pembangunaln, permintaan akan dana yang dapat diakses juga 

meningkat, dan sebagian besar permintaan ini berasal dari kredit. Oleh karena itu, 

pembangunan nasional yang mengutamakan perekonomian digalakkan. Kredit, 

praktik meminjam dan membelanjakan uang, bukanlah hal baru; Bahkan, istilah ini 

terkenal baik di perkotaan maupun pedesaan. Kredit pada umumnya berfungsi 
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untuk meringankan beban dalam menjalankan usaha. Perusahaan produksi dan 

usaha swasta di Indonesia yang telah tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan 

standar hidup masyarakat sangat bergantung pada kredit. 

Hubungan hukum akaln berljalan lanlcar aplabila palra pihlak dalpat memlenuhi 

tenggat waktunya dengan andal. Apabila terjadi kesalahan maka perjanjian kredit 

dapat dijadikan bukti oleh kreditur. Dengan adanya pencatatan perjanjian kredit 

secara tertulis melalui akta notaris dapat meningkatkan kepastian hukum. Suatu 

akta Notaris harus dibuat dli hadalpan pejalbat ylang berwlenang, misalnya Notaris, 

dallam belntuk yalng ditelntukan olleh undlang-undlang, dan dalam waktu yang 

ditentukan agar salh, menulrut Palsal 1868 KlUH Perdalta (“KUH Perdata”). lokasi 

yang ditunjuk oleh notaris akta tersebut. Keabsahan suatu akta menjadi terancam 

apabila banyak pihak, termasuk Notaris, yang memilih mengabaikan klausul ilni. 

Dalalm hlal sallah satlu pihlak tidalk dalpat memelnuhi komitmen masa depan 

yang telah disepakati, maka akta notaris dapat menjadi bukti yang tidak cacat. 

Dengan dibuatnya akta notaris ini, semua pihak yang terlibat dapat yakin bahwa 

perjanjian mereka sebelumnya mengikat secara hukum. Apabila debitur tidak 

mampu melunasi kreditur pada tanggal dan/atau jumlah yang telah disepakati, maka 

kreditur dapat menyita agunan yang dijadikan jaminan utang oleh debitur. Agunan 

biasanya dimiliki oleh lembaga hipotek, gadai, hipotek, atau fidusia, seperti bank. 

Kreditor diberikan kemampuan untuk menyita agunan melalui lembaga-lembaga 

tersebut tanpa harus memulai proses hukum untuk menetapkan adanya wanprestasi. 

berhutang uang. Apabila kreditor ingin memaksimalkan keuntungan dari penjualan 

agunan, maka dapat segera mengajukan permohonan lelang ke Kantor Lelang 

setempat. Agunan tersebut dapat dijual baik secara terbuka maupun tertutup, 
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tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Selurulh harlta kekaylaan deblitur dapat 

dijadiklan jaminlan pelulnasan utalng apabila tidak ada jaminan dari debitur. Segala 

harta benda seseorang, balik ylang suldah adla mlaupun yalng aklan diperoleh dli 

kemuldian halri, dapat dijadikan jamilnan pellunasan utanlg-utangnya, menurut Palsal 

113l1 KUHPerdata. Jelaslah bahwa undang-undang melindungi kepentingan 

kreditur dari ketentuan pasal ini. 

Banyak orang memilih menjadi wiraswasta agar dapat memenuhi tuntutan 

tersebut. Banyak orang memilih untluk mendlapatkan pinjaman dalri balnk atlau 

lembalga pemberi pinjaman lainnya untuk menutupi investasi awal ini. Sesuai 

dengan hal berikut, sebagaimana terlcantum dallam Palsal 1l aylat 11l Ulndang-Undlang 

Nomlor 10 Tahlun 1998l, pelrubahan atlas Undalng-Undlang Nomlor 7 Tahlun 1l992 yalng 

mengatur tenltang perbanlkan: 

"klredit itu adalalh pemberian ualng atlau tagihlan yalng dapalt dipelrsamakan 
denganlnya, berdaslarkan sualtu perjalnjian atlau perjlanjian pinljam mleminjam 
antarla banlk delngan pihalk lailn yalng menghlaruskan pemlinjam mellunasi 
utanlgnya setellah janlgka walktu tertenltu denlgan diselrtai bulnga.” 
 
Untuk melunasi hutang, bank dapat menjual suatu barang atau aset lain yang 

dijadikan jaminan atas pinjaman. Karena debitur gagal memenuhi tanggung 

jawabnya kepada bank sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pinjaman, maka 

bank tidak punya pilihan selain menjual agunan untuk mendapatkan kembali 

jumlah pinjaman dan keuntungannya. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, bank 

tidak bisa menjual agunan. Memastikan bahwa subjek jaminan kredit terikat 

sepenuhnya pada persyaratan hukum lembaga agunan merupakan salah satu 

tindakan pengamanan yang harus dilakukan aglar penjlualan aglunan klredit dalpat 

melncapai tujulan yalng diinlginklan banlk. 
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Kepercayaan adalah komponen kunci dari kredit, begitu pula kesediaan 

untuk membantu mereka yang membutuhkan. Bagi kreditor, aspek terpenting 

dalam aktivitas kredit modern adalah mendapatkan keuntungan dari pengembalian 

kinerja yang disepakati; bagi debitur, bantuan kreditur dalam memenuhi kebutuhan 

pokoknya melalui prestasi kreditur. Namun demikian, ada jangka waktu tertentu 

antara pencapaian dan pengembalian selanjutnya. Ketidakpastian pengembalian 

kinerja dari kreditor merupakan salah satu risiko yang timbul dari kondisi seperti 

ini. (Hermansyah, 2005) 

Sebagaimana telah penulis sebutkan, ketentuan hukum yang mengatur 

lembaga agunan memberikan keistimewaan khusus kepada kreditur. Namun dalam 

praktiknya, hal ini tidak selalu terjadi, karena debitur yang nyata-nyata mengalami 

wanprestasi sering kali mengajukan keberatan dan upaya hukum lainnya untuk 

menghalangi lelang penjualan agunan, sehingga menyulitkan bank untuk menagih 

piutangnya. Pertarungan hukum yang sedang berlangsung antara kreditor dengan 

debitur mengenai keberatan atau tindakan lainnya tidak efisien dan efektif karena 

hal tersebut menunda proses dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung 

kreditor, meskipun pada kenyataannya perbankan modern memerlukan aliran dana 

yang bebas. Seorang kreditur (bank) dapat mencantumkan maksud “Demli keadlilan 

berdaslarkan keimalnan kepalda Tuhaln Yanlg Mlaha Elsa” dallam suatu akta pengakuan 

utang bruto, yang memberikan kekuatan eksekutorial pada akta tersebut, sehingga 

terhindar dari proses pengadilan yang panjang. Ini adalah pilihan populer di 

kalangan pebisnis. Keistimewaan grosse akta dalam penyelesaian perjanjian utang 

piutang adalah adanya kekuasaan eksekutorial yang dimilikinya. Artinya, kreditor 
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dapat segera meminta kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan akta tersebut 

apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. 

Bukan hanya kepentingan kreditur saja yang memerlukan kejelasan dan 

pengamanan hukum dalam hubungan utang dan piutang, terutama dalam pemberian 

kredit. Jika debitur wanprestasi, maka penyelesaian utang dan hubungan piutang 

antara debitur dan kreditur dapat menimbulkan akibat negatif yang merugikan 

kepentingan pihak lain maupun kepentingan debitur sendiri. Jika hal ini terjadi, 

undang-undang akan memperbolehkan kreditur mana pun mendapatkan kembali 

uangnya, sesuai Pasal 1313 KUH Perdata. Dalam hal ini, kewajiban pribadi debitur 

akan dijamin denlgan selulruh halrta kekalyaannya, balik yanlg berlgerak malupun ylang 

tidlak bergelrak, dan hal ini berlaku baik terhadap harta yang adla seklarang maulpun 

yalng akaln datlang. 

Kepercayaan yang dimiliki pemberi pinjaman terhadap peminjam sangat 

penting dalam pembentukan kredit. Jika debitur memenuhi seluruh persyaratan 

untuk memperoleh kredit, maka kreditur akan lebih percaya terhadapnya. Jika 

waktu yang disepakati telah terlewati, maka kredit yang diberikan akan 

dikembalikan, sesuai kepercayaan ini. Agar kredit ini dapat diberikan, diperlukan 

persetujuan salah satu pihak atau kontrak yang mengikat secara hukum. Kreditor 

dan debitur mengadakan perjanjian yang mengikat secara hukum ini ketika mereka 

setuju untuk menggunakan agunan untuk menjamin pinjaman dan menuliskannya. 

Selain menguraikan jumlah total utang, jadwal pelunasan, dan dampak wanprestasi, 

perjanjian ini harus dibuat secara terbuka dan jujur. 

Permasalahan dapat timbul, terutama jika debitur tidak melunasi utangnya, 

ketika kreditur memberikan kredit kepada debitur sebagaimana tercantum dalam 
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perjanjian kredit. Kehilangan atau kegagalan membayar kembali pinjaman 

merupakan risiko yang umum terjadi. Agunan, dalam bentuk aset atau kepemilikan 

berharga lainnya, seringkali diperlukan sebagai jaminan atas suatu pinjaman 

sebelum pemberi pinjaman memberikan kredit. Nilai jaminan kredit dalam 

memberikan kredit sebanding dengan keandalan debitur dalam memenuhi 

komitmen keuangannya, seperti melakukan pembayaran tepat waktu dan 

menggunakan asetnya secara bijaksana. Kenyataannya, nillai jamilnan kredlit 

biasanya lebilh tinggi dalri jumlalh krledit yalng diotorisasi; Olleh karena itu, kreditur 

mengharapkan peminjam untuk segera melunasi utangnya agar jaminannya tidak 

hilang jika utangnya tidak terbayar. 

Mayoritas perjanjian mengandalkan hak atas tanah sebagai jaminan. Hak-

hak ini dapat berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan bisnis, penggunaan 

bangunan, atau penggunaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hak atas tanah 

biasanya memiliki harga premium dan nilainya menilngkat seirling berjallannya 

wakltu. Olleh karlena itlu, dalam skenario ini, diperlukan lembaga yang dapat 

diandalkan dan dapat menjamin halk-hlak semlua pihlak yanlg terllibat (pemberi 

pinjaman dan peminjam) melalui agunan. Kreditor dan debitur sama-sama 

dilindungi oleh Undalng-undalng Nomlor 4 Talhun 199l6 tentlang Halk Tangglungan altas 

Tanlah dlan Bendla-Benlda Yalng Berhubungan Denglan Tanlah. Lembaga yalng disebut 

Penjaminan Hipotek secllara resmi diakui oleh undalng-undlang ini. Menurut UUPA, 

lembaga hak tanggungan adalalh lemblaga keuanlgan yalng dapat memblerikan 

jaminan daln selanjutnya dikenakan hlak atlas tanlah. Pembentukan lembaga halk 

tanglgunglan memungkinkan pemerintah untulk mengatasi kekhawatiran kreditor 

dengan menjaga hak-hak mereka. Saliro (2020) 
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Kreditor akan terlindungi dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh debitur 

yang gagal bayar berdasarkan undang-undang ini. Apabila seorang debitur tidak 

dapat membayar kepada para krediturnya sebagaimana yang telah disepakati dallam 

sulatu aklta dli bawlah tanlgan, maka kreditur tidak dapat melaksanakan perjanjian itu 

melalui penerbitan suatu akta bruto yalng memlpunyai kekualtan hlukum teltap seperti 

pultusan pelngadilan dlan tetalp belrlaku unltluk wlakltu yanlg tidlak ditelntukan. 

Sebaliknya, bila suatu akta notaris yang sah digunakan untuk membuat perjanjian 

utang piutang secara tersendiri, maka dalam hal debitur mengalami wanprestasi, 

makla krelditur daplat memlinta kelpada notalris ulntuk menerbitkan akta Grlosse yalng 

merupakan salinan awal dari akta tersebut. persetujuan. 

Apabila jaminan pokok atau jaminan tambahan digunakan untuk menjamin 

suatu pinjaman, sering kali hal tersebut dikemas sebagai akta pelunasan utang, yang 

dapat berupa aktla dli balwah tanlgan atalu aklta otenltik. Salah satu jenis alkta 

pengakuan utang adalah akta pengakuan utang sepihak, yang memberikan hak 

kepada kreditur untuk mengeksekusi obyek-obyek yang disebutkan dalam akta 

tersebut apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya atau perjanjiannya. Debitur 

dapat memperkuat perlindungan hukumnya terhadap kreditor dengan membuat 

pernyataan sepihak dalam bentuk akta pengakuan utang. Selama ini ketika terjadi 

kredit macet, kreditor mempunyai hak dasar untuk mengeksekusi agunan debitur 

melalui suatu akta pengakuan utang yang dapat dimintakan dalam bentuk akta bruto 

dan dibuat secara notaris. Pemberian akta kredit Grosse merupakan praktik umum 

dalam konteks perjanjian kredit; berikut adalah beberapa alasan mengapa perbuatan 

tersebut dilakukan: 
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a. Karena perjanjian kredit tidak memiliki kewenangan eksekutorial, maka 

kreditur tidak akan dapat dengan cepat menyita agunan yang ada jika terjadi 

wanprestasi oleh debitur. Kreditor justru wajib melalui jalur hukum yang 

semestinya dan menggugat debitur di pengadilan negeri. Akta pengakuan 

utang sepihak hanya dapat menyatakan persetujuan untluk memlbayar 

sejumllah ualng tertlentu. 

b. Apalbila sulatu aklta pengalkuan utalng dibulat dli hadalpan Nlotaris selsuai denlgan 

Paslal 22l4 HIlR/258 RlGB, malka daplat dipahlami memlpunyai kekuatlan 

ekseklutorial, karenla mempulnyai kekluatan hukulm tetlap yalng salma delngan 

putlusan halkim. 

Karena kuatnya akta ilni, maka kreditor akan mempunyai keuntungan ketika 

tiba waktunya unltuk melaksanakannya. Merupakan hak dan kewajiban setiap orang 

untulk mellakukan tindakan huklum dallam rangka mellaksanakan dlan memenulhi 

kewajilbannya. Ia harlus cukup umur menurut hukum untuk melakukan dan 

melaksanakan tindakan hukum yang diperlukan untuk memenuhi tanggung 

jawabnya berdasarkan perjanjian. Terkait ketidakmampuan, ada dua kategori 

utama: 

1. Benar-benar tidak memenuhi syarat, karena faktor eksternal atau sebenarnya. 

Dalam kasus orang sakit atau orang yang menderita penyakit serius, misalnya, 

nasihat medis diperlukan. 

2. Ketidakmampuan relatif, didefinisikan sebagai ketidakmampuan menurut 

hukum Indonesia. Termasuk anak-anak yang belum memiliki pemahaman 

akan pentingnya memiliki kartu identitas. 
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Kelancaran suatu hubungan hukum tergantung pada kinerja yang cepat dari 

kewajiban masing-masing pihak berdasarkan perjanjian. Dalam hal hubungan tidak 

berjalan sesuai rencana, maka perjanjian kredit menjadi bukti kuat bagi kreditor. 

Untuk kejelasan hukum yang lebih baik, mintalah ditandatangani oleh notaris dan 

dibuat secara tertulis. Peran resmi notaris antara lain membantu pihak yang 

membutuhkan dengan bertindak sebagai penasihat hukum atau advokat. 

Sebagaimana tercantum dalam Undalng-Undlang Jabatan Notalris yailtu Undlang-

undlang Nolmor 3l0 Tahlun 20l04, notalris berwenang membantu kliennya dalam 

memperoleh kuasa hukum dengan menandatangani akta-akta yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap. Menurut Paslal 1l5 alyat (1l) Undalng-Undlang Nomlor 2l Tahlun 

20l14 telntang Perulbahan Atals Undlang-Undanlg Nomlor 3l0 Tahlun 200l4 tenltang 

Kedudukan Notlaris, kewenangan utama Pejabat Notlaris adalah memlbuat aktla aslli. 

Sesuai dengan apa yang disampaikan. (Adhani,2022) 

Berdasalrkan latlar belaklang terslebut, penlulis mempertimbangkan ulntuk 

menlulis proposal skripsi pada pokok bahasan yang diberi judul 

”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG JAMINAN YANG 

DIPEGANG KREDITUR BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN HUTANG 

MENURUT UNDAlNG-UNDAlNG NlO. 4 TAHlUN 19l96 TENTAlNG HAlK 

TANGGUNGAllN” 

 
1.2 Identifiklasi Masallah 

Sehulbungan denlgan hall terseblut dli atals, penulis menetapkan permasalahan 

berikut untuk dijadikan dasar penelitian: 
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1. Adanya kekaburan norma karena peraturan tentang barang jaminan 

berdasarkan akta pengakuan hutang belum secara jelas dijelaskan dallam 

Undalng-undlang Nlo. 4 Talhun 19l96 Tentanlg Halk Tanglgungan. 

2. Tingginya resiko yalng ditanggung oleh kreditur dalam perjanjian kredit jika 

debitur wanprestasi. 

3. Kurangnya pemahaman masyarakat sebagai debitur dalam memahami isi dari 

perjanjian kredit. 

4. Kurangnya tanggulng jalwab Noltaris terhladap aklta yalng dli kelularkan. 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Penulis menjabarkan batasan ruang lingkup pembahasan dalam rumusan 

masalah guna memastikan bahwa temuan penelitian disusun sedemikian rupa agar 

konsisten dengan pokok-pokok penelitian dan pembahasan tetap pada jalurnya. 

Undalng-undlang Nolmor 4l Talhun 19l96 Tentlang Halk Tanglgungan menjadi dasar 

pembuatan akta pengakuan utang, yalng akan penulis batasi pada pembahasan 

mengenai agunan kreditur. 

 
1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagailmana Perlinldungan Hukulm terhaldap barang jaminan yang dipegang 

Kreditur berdasarkan Akta Pengakuan Hutang menurut Undlang-undalng Nlo. 

4 Talhun 1996 Telntang Hlak Tanglgungan? 

2. Bagailmana tatla calra penjaminan sertifikat hlak atas tanah sebagai barang 

jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarlkan uraialn diatlas, penelitlian inli bertlujuan ulntuk : 

1. Tujualn Umulm 

Analisis kreditor tentang barang yang dijamin yang diadakan di 

bawah akta pengakuan utang sesuai dengan UlU Nlo. 4l talhun 199l6 mengenai 

halk-halk penjaminan adallah tujuan menyeluruh dari penelitian ini, yang 

berupaya mencerahkan baik penulis dan pembaca di bidang penulisan 

hukum sipil. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untluk mengetalhui dlan mengalnalislis baglaimlana Perllindunlgan Hulkum 

terhadap barang jaminlan yalng dipegang Kreditur berdasarkan Akta 

Pengakuan Hutang menurut Undlang-undalng No. 4l Tahuln 19l96 Tenltang 

Halk Tangglungan. 

b. Untulk mengetahui daln menganalisis talta calra penjaminan sertifikat halk 

atas tanah sebagai barang jaminan dalam pengakuan hutang. 

 
1.6 Manfaat Penelitian  

Keuntungan teoritis dan praktis dari penellitian inli diharalpkan memlberikan 

keuntulngan sebalgai berilkut: 

1. Malnfaat Teoriltis  

Keuntungan teoretis, kontribusi intelektual, dan referensi tambahan 

yang berkaitan dengan kemajuan sosial dalam hukum dan ilmu hukum 

adalah hasil yang diantisipasi dari penelitian ini. Juga, diharapkan akan 

berfungsi sebagai referensi untuk penulis masa depan yang melakukan 

pekerjaan yang sebanding dan memberikan kontribusi ke bidang hukum 
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perdata mengenai kepemilikan kreditor atas barang yang dijamin 

berdasarkan akta pengakuan utang dan hukum dan peraturan yang relevan. 

2. Manfaat Praktis 

1. Ini memiliki potensi untuk memperkaya pemahaman kita tentang 

bagaimana menerapkan metode penelitian hukum normatif untuk 

analisis masalah norma, yang suatu hari nanti bisa berfungsi sebagai 

peta jalan untuk penambahan wawasan akademik. 

2. Bagikan apa yang Anda ketahui dengan masyarakat umum sehingga 

mereka dapat lebih melindungi kreditor mereka jika mereka 

menghadapi masalah ini. 

3. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai 

panduan untuk meningkatkan efisiensi manufaktur hukum nasiaal 

untuk mencegah penyimpangan yang tidak diinginkan. 

 


